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1.1 Latar Belakang Masalah
Pada hakekatnya suatu pelayanan publik memiliki suatu ruang lingkup yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada pelayanan dalam ar ti sempit, yakni pada proses pelayanan tatap muka (bertemu) antara unsur yang melayani (pegawai pemerintah) dengan orang yang dilayani (publik) akan tetapi terletak juga pada seluruh proses pemenuhan kebutuhan dari masyarakatnya terhadap kebutuhan jembatan, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jalan yan baik, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana perekonomian, dan kebutuhan akan rasa aman, tertib, dan tertib dan tentram dan segala bentuk proses pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya dalam keidupan msyarakat dalam suatu negara.
Menurut Bab I Pasal 1 Ayat 1 UU No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, adalah “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pad prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah. 
Pelayanan yang baik adalah dimana kemampuan seseorang saat memberikan pelayanan dan dapat memberikan peayanan dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sesuai standar yang telah ditemtuk. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. 
Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atas koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran eknomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak pemerintahan sumber daya alam, memperdalam kepercayaaan pada pemerintah dan administrasi publik.
Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan kegiatan yang hrus dilkukan seiring dengan harapan dan tuntutan warga Negara dan penduduk tentang peningkatan Pelayanan Publik.
Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 menyatakan sebagai berikut:
“Kartu Tanda Penduduk Elektrik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku di selluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Peraturan Daerah Cirebon No.16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Cirebon dalam Pasal 1 pada ini dimaksudkan dengan: 
“Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD yang berlaku di seluruh wwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pemerintahan Cirebon berkewajiban melaksanakan urusan Administrasi Kepenudukan pada Peraturan Daerah No.16 Tahun 2012 Pasal 7 yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:
a. Koordinasi penyelenggataan Administrasi Kependudukan;
b. Pembentukan SKPD yyang tugas dan fungsinya dibidang Administrasi Kependudukan;
c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pembinaan dan sosialiasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e. Pelaksanaan kegiatan masyarakat di bidan Administrasi Kependudukan;
f. Penguasaan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas dan tugas pembantuan
g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan diberksihkan oleh Kementertian Dalam Negeri; dan
h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dengan demikian dibutuhkan suatu kualits pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kepuasan, masyarakat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus berkualitas agar pelayanan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.
Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pasal 4 berdasarkan:
1) Kepentingan Umum;
2) Kepastian Hukum;
3) Kesamaan Hak;
4) Keseimbangann Hak dan Kewajiban;
5) Ketertiban;
6) Ketepatan Waktu;
7) Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan.

Berdasarkan pengamatan sementara dari penulis, kondisi pelayanan e-KTP yang ada saat ini di Kecamatan Tengah Tani ditemukan permasalahan sebagai berikut:
Menurut masyarakat sekitar Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon bahwasannya; “Pelayanan e-KTP yang belum maksimal karena minimnya fasilitas sehingga terhambatnya proses pembuatan e-KTP dan berdampak pada kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.”
Dari uraian latar belakang dan masalah diatas, Penulis mengkaji masalah kepuasan masyarakat yang dihubungkan dengan kualitas pelayanan. Dari masalah diatas, maka penulis mengambil judul “Kualitas Pelayanan E-KTP dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pada Kantor Kecamatan Harjamukti kota Cirebon.”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat diberikan  rumusan masalah pada penelitian ini “Kualitas Pelayanan E-KTP dalam Meningkatkan Kepuasan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon belum optimal.”
1.3 Identifikasi Masalah
Dilihat dari rumusan masalah diatas, selanjutnya penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Harjmukti?
2. Bagaimana faktor pendukung dalam melakukan pelayanan e-KTP di Kecamatan Harjamukti?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pembuatan e-KTP di Kecamatan Harjamukti?
4. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pembuatan e-KTP di Kecamatan Harjamukti?
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Harjmukti
2. Untuk faktor pendukung dalam melakukan pelayanan e-KTP di Kecamatan Harjamukti
3. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses pembuatan e-KTP di Kecamatan Harjamukti
4. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan dalam pembuatan e-KTP di Kecamatan Harjamukti

1.5 Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Secara Teoritis,
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan:
1. Penulisan skripsi ini berguna untuk pengembangan kepentingan Ilmu Administrasi Publik.
2. Diharapkan dijadikan sebagai lieratur di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya di Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon tentang Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat.
b. Secara Praktis
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan:
1. Bagi Kecamatan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dan pegawai Kecamatan Harjamukti dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
2. Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat dapat menikmati pelayanan yang profesional dengan adanya kualitas pelayanan pada Kecamatan Harjamukti yang berkualitas.
3. Bagi penulis : Untuk mengetahui kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1.6 Kerangka Pemikiran
1.6.1 Pengertian Kualitas Pelayanan Publik
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas adalah tingkat buruknya sesuatu, derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb), atau, mutu.
Menurut Fandy Tjiptono (2004:2) kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan / tuntutan , kecocokan untuk pemakaian, perbaikan atau keberlanjutan, bebas dari keruskan, pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal, sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
Menurut Monir (2003:16) pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
Menurut Sinambela (2005:5) pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
Menurut Agung Kurniawan (2005:6) pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
1.6.2 Pengukuran Kualitas Pelayanan Publik
Untuk dapat menilai sejauh mana mutu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, maka diperlukan kriteria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik.
Lima dimensi pelayanan publik tersebut diatas, menurut Zeithaml dkk. (1990) dalam Hardiansyah (2011:47) sebagai berikut:
1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan komunikasi.
2. Reliable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat.
3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen untuk bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan.
4. Assurance, kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
5. Empathy, sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen.
Menurut Kumorotomo (1996) dalam Hardiansyah (2011:50) kualitas pelayanan publik terdiri atas 4 dimensi, yaitu dimensi efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. Masing-masing dimensi terdiri atas beberapa indikator. Untuk dimensi efisiensi, indikatornya adalah: keberhasilan organisasi kualitas pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Untuk dimenis efektivitas, indikatornya adalah: apakah tujuannya didirikannya organisasi pelayanan ublik itu tercapai; Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuaan organisasi, serta fungsi sebagai agen pembangunan. Utuk dimensi keadilan, indikatornya adalah: distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Dan untuk dimensi daya tanggap, indikatornya adalah: daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
Sedangkan menurut De Vreye dalam Hardiansyah (2011:50) dalam meningkatkan kualitas pelayanan, ada tujuh dimensi dan indikator yang harus diperhatikan:
1. Self-esteem (harga diri), dengan indikator: pengembangan prinsip pelayanan; menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya; menetapkan tugas pelayanan yang futuris; dan berpedoman pada kesuksesan ‘hari ini lebih baik dari hari ini’.
2. Exeed expectetion (memenuhi harapan), dengan indikator: penyesuaian standar pelayanan; pemahaman terhadap keinginan pelanggan; dan pelayanan sesuai harapan petugas.
3. Recovery (pembenahan), dengan indikator: menganggap keluahan merupakan peluang, bukan masalah; mengatasi keluhan pelanggan ; mengumpulkan informasi tentang keinginan pelanggan; uji coba standar pelayanan; dan mendengar keluhan pelanggan.
4. Vision (pandangan ke depan), dengan indikator: perencanaan ideal dimasa depan; memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin; dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
5. Improve (perbaikan), dengan indikator; perbaikan secara terus menerus; menyesuaikan dengan perubahan; mengikut sertakan bawahan dalam penyusunan rencana; investasi yang bersifat nonmaterial (training); penciptaan lingkungan yang kondusif; dan penciptaan standar yang respinsif.
6. Care (perhatian), dengan indikator: menyusun sistem pelayanan yang memuaskan pelanggan, menjaga kualitas; menerapkan standar pelayanan yang tepat; uji coba standar pelayanan.
7. Empower (pemberdayaan), dengan indikator: memberdayakan karyawan / bawahan; belajar dari pengalaman; dan memberikan ransangan, pengakuan dan penghargaan.























Kerangka pemikiran yang berhubungan dengan pelaksanaan kualitas pelayanan dalam pembuatan e-KTP di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ialah sebagai berikut:
PROSESCakupan Kualitas Pelayanan publik menurut Zeithaml dalam Hardiansyah (2011 : 47) :
1. Tangible (Berwujud)
2. Reliable (Kehandalan)
3. Responsiveness (Ketanggapan)
4. Assurance (Jaminan)
5. Empathy  (Empati)
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Kerangka Pemikiran Kualitas Pelayanan E-KTP daalm meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon



1.7 Definisi dan Konsep Operasional Penelitian
1.7.1 Definisi Konsep Penelitian
a. Kualitas
Kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan / tuntutan kecocokan untuk pemakaian, perbaikan atau keberlanjutan, bebas dari keruskan, pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal, sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
b. Pelayanan
Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. 
c. Pelayanan publik
Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
1.7.2 Operasional Konsep Penelitian
      Tabel 1.1
                  Operasionalisasi Konsep Penelitian
	Konsep 
	Dimensi 
	Parameter 

	1
	2
	3

	


Kualitas Pelayanan Menurut Zeithaml dkk (1990) dalam Hardiansyah (2011:46)
	1. Tangible
(Berwujud)
	a. Kemudahan dalam proses pelayanan.
b. Kenyamanan Tempat melakukan Pelayanan. 

	
	2. Reliable
(Kehandalan)
	a. Kemampuan Petugas / aparatur dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan
b. Kecermatan Petugas dalam melayani pelanggan.


	


	3. Responsiviness
(Ketanggapan)
	a. Kecepatan dan kesigapan pegawai dalam melakukan pelayanan
b. Penanganan complain masyarakat Kecamatan Harjamukti

	
	4. Assurance
(Jaminan)
	a. Kepastian proses pembuatan e-KTP
b. Jaminan proses pembuatan e-KTP

	
	5. Empathy
(Empati)
	a. Ramah serta perhatian tugas secara individual kepada masyarakat ketika melayani kepentingan masyarakat.
b. Masyarakat dengan mudah memperoleh informasi cara dan syarat pembuatan e-KTP dari petugas.




1.8 Metode Penelitian
1.8.1 Metode Penelitian yang Digunakan
	Metode penelitian ini pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tjuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif melakukan penelitian dengan menggambarkan masalah-masalah yang sinergis.
	Peneliti Kualitatif berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data dan membuat kesimpulan atas semuanya.
	Menurut Nasution dalam  Sugiyono (2016:223) menyatakan instrumen kualitatif sebagai berikut:
“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembamgan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”
	
	Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya. (Sugiyono 2016:222-223).
	Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan mengenai Kualitas Pelayanan e-KTP dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Selain berpedoman pada teori yang masih ada, penulis juga melakukan wawancara untuk menyesuiakan dengan kenyataan di lapangan yang ada.
1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Data
	Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan penelitian yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini informan dibagi menjadi dua yaitu, Key Informan dan Secondary Informan. Key Informan sebagai informan utama yang lebih mengetahui fokus penelitian, sedangkan Secondary Informan sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini adalah informan dalam Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
a) Informan Kunci
1. Aparat Pegawai Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
b) Informan Pendukung
1. Masyarakat di Kecamatan Harjamukti
1.8.3 Teknik Pengambilan Data
	Sugiyono (2016:225) mengemukakan bahwa “dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang amaliah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in dept interview) dan dokumentasi.”
Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi:
1) Observasi
	Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.
2) Wawancara
	Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.
3) Dokumen
	Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data
	Sugiyono (2016:270) Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility (validitas interbal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (obyektivitas).
	Wiersma 1986 dalam Sugiyono (2016:273), menyatakan bahwa: “Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi smuber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.”
1.8.5 Teknis Analisis Data
	Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan data conclusion drawing/verification.
a) Reduksi Data
	Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
b) Penyajian Data
	Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, fowchart dan sejenisnya.
c) Conclusion Drawing/Verification
Menurut  Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukak5uu7aan hasilnya masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuannya berupa deskripsi atau  gambaran suatu obyek yang masih belum jalas menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis dan teori.

1.9 Jadwal Skripsi
Lamanya penelitian selama sebulan terhitung dari bulan April - September 2022, dengan perincian kegiatn sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.2
Jadwal Penelitian
	
No
	Jenis kegiatan
	Tahun
	2022

	
	
	Bulan
	April 
	Mei 
	Juni 
	Juli
	Agustus 
	September 

	
	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	I
	TAHAP PERSIAPAN

	
	1.Studi Litelatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.Pengamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.Penyusunan dan Bimbingan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.Seminar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	TAHAP PENULISAN

	
	1.Wawancara
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.Pengolahan Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.Penyusunan dan
Bimbingan Draft Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	TAHAP AKHIR

	
	1.Seminar Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.Revisi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.Sidang Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.Revisi
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